
GUBERNUR NUSA TEIIGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TEI{GGARA TIMUR
NoMoR: AB8 lI(E,PlH.K/2Ola

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA PT. NINDYA BINA NUSA LESTARI KSO

Menlmbang

Mengingat

GI'BERNUR ITUSA TET{GGARA TIMUR,

: a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dal
Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha,
koperasi dan perseorangan dengan cara perrnohonan
wilayah kepada pemberi izin;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya,
penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut
sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;

c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. Nindya
Bina Nusa Lestari KSO kenada Gubemur Nusa
Tenggara Timur Nomor: 18/NTNDYA-
BNL/KSO/V/2018, tanggal 14 Mei 2OI8 Perihal
Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah
Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang
dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat
diberi persetujuan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurrrf e, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT.
Nindya Bina Nusa l,estari KSO;

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 t€ntang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
r6a9l;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679):



3. peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentangpelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111) sebagaimana ielah diubah
beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah- 
N omor 77 Tahun 2014 tentang perubahan Ketiea Atasperaturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 i".,t rrg
Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan
Batubara (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 263, Tambahan [.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5597);

Mcmpcrhatlkan : l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : l2o/253/sj tanggal 16 Januari
2015 tentang penyelenggaraan Urusan pemerintahan
Setelah Ditetapkan Undang_Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang pemerintahan Daerah;

2. Sirrat Edaran Menteri Energi dan Sirmber DayaMineral Republik Indonesia Nomor :
O4.E/30/DJB/2OtS tanggal 30 April 2015 tentangpenyelenggaraan Urusan pemerinlahan di Bidangpertambangan Mineral dan Batubara Setelah
Berlakunya Undang_Undang Nomor 23 Talun 2OI4
tentang pemerintahan Daerah;

Menetapkan

KFSATU

KEDUA

Persetujuan Wilayah Izin Usaha pertambangan Batuan
kepada PT. Nindya Bina Nusa l,estari KSO.
Persetujuan Wilayah Izin Usaha perlambangan sebaqaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

MEMUTUSKAN:

Nama Perusahaan

Alamat

NPWP
Komoditas Tambang
Jenis Batuan
Luas

Lokasi Penambangan
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi
Kode Wilayah

PT. Nindya Bina Nusa Lestari
KSO
Jln. Hayam Wuruk No. l29A-
Denpasar
01.001.612.9-093.000
Batuan
Batu dan Pasir
9,7 (Sembilan Koma Tujuh)
Hektar

Pene Utara dan Balu
Polen dan Oenino
Timor Tengah Setratan
Nusa Tenggara Timur
2306

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana
tercantum dalam L,ampiran I dan Lampiran II Keputusan
ini.



I(ETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dengan disetujuinya Wilqvah Izin Usaha Pertambangan ini
maka :

pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pqjak yaitu Pencadangan
Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,-
(Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan
nomor akun 423116;
apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan
Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan
kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan
dari Menteri Kehutanan Republik lndonesia;
apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Inn
Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak
sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan
untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan
dimaksud secara bersama; dan
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah
diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I[ Keputusan
Gubernur ini, Pemohon harus menyampaikan
Permohon an Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila
perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan
ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggat ditetapkan.

b.

c.

d.

Ditetapkan di
pada tanggal

l 4. GUBERNI

Kupang
13 AOacjZe 2018

TIMUR, 
T

Tembusan:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jalarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. DirekturJenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pejak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
9. Wakil Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan darr

Ke{asama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara RI di Jekarta;
13. Direldur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara RI di Jakarta;
15. Dilektur Pembinaan Pengusahaan Mineral RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta+

GUBERNUR



LAMPIRAN I : I(EPUTUS$I GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR I el$ IKEPIHK/2018
TANGGAL : lb 46ar/-Ug 2018

KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)

PERUSAHAAN
KOMODITAS
LOKASI
PROVINSI
KABUPATEN
KODE WILAYAH
LUAS (Ha)

PT. NINDYA BINA NUSA LESTARI KSO
BATUAN
DESA PENE UTARA DAN BALU
NUSA TENGGARA TIMUR
TIMOR TENGAH SELATAN'
2306
9,7 Ha (SEMBILAN KOMA TUJUH) HEKTAR

, Pj. TIMUR, 
h

No.Tttlk G,arls Bujur Timur (BTl Grarls Llatang Selatan (LSl
(o) ('l ("1 DESIMAL {01 {"1 DESTMAL

1 r24 25 8.4r 124.419004 9 44 3.92 -9.734421
2 L24 25 10.14 124.419484 9 44 3.92 -9.734421
3 L24 25 10.14 L24.4L9484 9 44 7.66 -9.73546L
4 L24 25 7.26 L24.418684 9 44 7.66 -9.735461
5 L24 25 7.26 L24.4L8684 9 .i+ 9.96 -9.736LOr
6 r24 25 4.O9 I24.4L7804 9 44 9.96 -9.736LOI
7 t24 25 4.O9 L24.4r7804 9 44 12.27 -9.73674r
8 r24 25 o.64 L24.4t6844 9 44 12.27 -9.73674r
9 t24 25 0.64 124.416844 I 44 14.57 -9.737381
i0 124 24 58.05 r24.416124 9 ++ 14.57 -9.73738r
11 r24 24 s8.05 r24.4L6124 9 44 16.59 -9.73794r
T2 124 24 55.74 t24.415484 9 44 16.59 -9.737941
13 t24 24 55.74 L24.4L5484 9 44 10.25 -9.736181
l4 t24 24 57.76 124.416044 9 44 ro.25 -9.736181
15 r24 24 57.76 I24.4L6044 9 44 7.66 -9.73546I
16 124 2s o.64 L24.416844 9 44 7.66 -9.73546r
l7 r24 25 o.64 t24.4t6844 9 44 4.78 -9.734661
18 L24 25 4.O9 L24.4L7804 9 44 4.78 -9.734661
19 t2+ 25 4.O9 t24.4L78,04 9 +4 t.32 -9.733701
20 t24 25 6.69 124.418524 9 44 1.32 -9.73370r
2I 124 25 6.69 r24.4t8524 9 43 59.02 -9.733061
22 r24 25 8.41 L24.419004 9 43 59.02 -9.733061
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LAMPIRAN ll : KEPUTUSANGUBFnNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NotrroR ' lAU JKEP tHKt2018
TANGGAL: 13.Ahct9t|t4 2018
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PETAWILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN

Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kabupaten : Timor Tengah Selatan

N

A
S|(ALA 1:5 ,000

0 72.5 t,ls 2'17.5 2n

Leqenda Peta
. TITIK WUP PT.NINDYA BINA NUSA LESTARI KSO

AZ LOKASI WUP PT.NINDYABINA NUSA LESTARI KSO

- KONTUR
_SUNGAI

DESA N"rrla p"r.u##Fiftindya Bina Nusa Lestari KsoffiBALU Luas :9,7 Ha
r:lpENE UTAM Komoditas :Batuan

Oigambar Oleh : Nikosemug Oh Klobor. ST

Penog3ahan Peta

Daya Mineral

lr. BONI. t.Si
Pembina Utama Mudg

N|P.19640221 199303 1 007

'Iingkat Penyelidikan Rinci
(Geologi, Geokimia, Geofisika)

Potensi Sumber Daya dan Cadangan

Sumber peta
1. PdaAdminisrasi Kab. TTS, 2017
2. P€ta Kawasan Hutan, 2018
3. Peta LokasiW|UP PT. Nindya Bina Nusa Lestari KS(

ROBERT SlMBOLON


